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WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR J.?" TAHUN #'.:: IE

TEII=TANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN \IIALIKOTA SEMARANG

NOMOR 9 TAHUN 2A72 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN

PERTAN GGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA U NTU K

Menimba:rg

Mengingat

TANGGAP DARURAT BENCANA

DENGAN R,{HMAT ?UHAN YAI'IG MAHA ESA

II/ALIKOTA SEMARANG,

: a. bahwa daiam rangka meningkatkan kepeduiian Pemerintah

Kota semarang terhadap masyarakat yang terkena musibah

bencana maka perlu meninjau kembali Peraturan Walikota

Nomor 9 Tahun 2CIL2 tentang Tata cxa Pemberian dan

Pertanggungjawaban Beianja Tidak Terduga untuk Tanggap

Darurat Bencana;

b. i:ahwa untuk meiaksanakan hat tersebut diaias maka perlu

membentuk Peraturan Watikota Semarang tentang

Perubahan atas Peraturan walikota semarang Nomor I
Tahun 2AL2 tentang Tata cara Pemberian dan

PertanggungiawabanBelanjaTidakTerdugaUntukTanggap

Darurat Bencana;

Undang-Undang Nomor i5 Tahun i950 teniang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah' Djawa

Barat dan Daerah Istimewa Jcgiakarta;

Undang-LlndangNomor2STahunl9q9tentang
PenyelenggaraanNegaraYangBersihdarrBetrasdari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran ltlegara

Republik indanesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); *

i.

2.



3. Undang-Undang Nomor 17 ?ahun 2003 tentang
Keua-ngan Negara flembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a2861;

UnCang-Undang N+mor 1 Tahun 2AA4 tentang
Perbendaharaafi Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 5, Tambahal Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2AA4 Nomor 66, Tambahal Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 44OAl

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO4 Nomor' 125, Tatnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 ?ahun 20Oe tentang Perubahart

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4

tentalg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaal;

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2AOT tentang

Penanggulaagan Bencana {?ambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 47231;

Undang-Undang IrJomor LZ Tahun 2A11 tentang

4.

5.

6.

7.

oo-

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a\
g. Peraturan Pemerintah liomor 16 Tahun 1976 tentalg

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

{Lembaran Negara F-epublik Indonesia Tahun 1976

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3079);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang

Pembentukan Kecamatan di v/ilayah Kabupaten-

kabupaten Daerah Tingkai ii Furbaiingga, Cilacap,

Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan

di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Itr semarang dalam

Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L992

Nomor 89);

Jr



ll.

t2.

I3.

14,

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ientang
Sistem Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5761;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara

Republik Inde.rnesia Tahun 20O5 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45761;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OA5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah {Lernba-r-an Negara

Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peratural Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AAT tentang

Pembagian Urusaa Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daeraii

Kabupaten/Kota (LembaIan Negara Republik Indonesia

Tahun 20*7 Nornor 83, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 47381;

Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tahun 2OO8 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencala {Lembaran

Negara Republik indonesia Tahun 20OB Nomor 42,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Pendanaal dan Pengelolaan Bantuan Bencana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 43, Tambahan Lembaran negara Republik

Indonesia Nomor a829 | ;

17. Peraturan Menteri DaJlam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagai.mana telah dirubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 21 Tahun

2OlI tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengeiolaan Keuangal Daerah;

15.

16.

h



18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006

tentang Pengeloiaan Keuangan (Lembaran Daerah Kota

Semarang Tahun 2OOT Nomor 11 Seri E) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang

Nomor 5 T'ahun 2A13 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2AA6 tentang

Pengeloiaan Keuangan ilembaral Daerah Kota Semarang

Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lemba-ran Daerah Kota

Semarang Nomor 83);

ig. Peraturan Daerah Kota Semar-ang Nomcr 13 ?ahun 2C1O

tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di
Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
ZOLO Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 48);

MEMUTUSKAITI:

Menetapkan . PERATURAi\i 'WALIKOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN WALIKOTA SBMARANG NOMOR 9 TAHUN

2A12 ?ENTANC TATA CARA PEMBERIAN DAN

PERTANGGUNGJA\ITABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK

TANGGAP DARUP-A.T BENCANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Peraturan lffalikota

Semarang Nomor I Tahun 2Ai2 tentang Tata Cara Pemberian dan

Pertanggungiawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Targgap Darurat Bencana

(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2Ai2 Nomor 9i, diubah sebagai berikut :

i. Ketentuan Pasai 4 riiubah sehingga berbun3ri sebagai berikut :

Pasal 4

Beianja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 digunakan untuk :

a. pencarian dan penyelamataa korban Lrencana;

b. pertoiongan darurat;

evakuasi korban bencana;

kebutuhan arr bersih dan sanitasi;

C.

.l
Ll.

e. paligaIl;
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f. sandang;

g. pelayanan kesehatan;

h. penampungan serta tempat hunian sementara; dart

i. perbaikan rumah atau relokasi rumah.

PasaI ti

Peraiuran Walikcia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengal penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal ;}: qlr,ii l,'*"i ?.6,ir4

F{ENDRAR PRIHADI
Diundangkan di Semaralg
pada tarrggal . ,'.,

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ADI TRI HANANTT}

BERiTA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN .\i: 1 :j NOMOR *

WALIKOTA SEMARANG


